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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548); L

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);

6. Peraturan Pemerintah ‘Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang
Pendanaan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dan
Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada
Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;

10.Keputusan Presidaen Rl Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik
Indonesia;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.



Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
BENGKULU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 diubah dengan menambah dua huruf
yaitu L dan M, sehingga keseluruhan ketentuan pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Bab |
Ketentuan Umum
Pasal 7

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

o o

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerabh;
Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu;

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;

Dewan Perwakilan daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Bengkulu;

Lembaga Lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari
perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah;

Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga
yang bersifat independent yang ada di Pusat selanjutnya disebut KP
Pusat berkekedukan di Ibukota Negara dan daerah selanjutnya disebut
KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi yang tugas dan
wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta
masyarakat di bidang penyiaran;

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,
gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter
baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui
perangkat penerima siararan;

Bencana adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau factor non alam maupun



m.

factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampai
psikologis.

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat dan rehablitasi. ;

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi adalah Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu;

Penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah
serangkaian upaya yang meliputi Pengelolaan administrasi umum dan
kerjasama, pembinaan olaraga, seni, budaya, mental dan rohani,
kegiatan usaha dan bantuan sosial terhadap seluruh unsur dalam
lingkungan Sekretariat Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambahkan satu angka yaitu angka

5,

sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja :

AN e

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu;
Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bengkulu;

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu;
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu.

3. Diantara Bab VII dan Bab VIl disisipkan satu Bab yaitu Bab VIl a dan
diantara pasal 24 dan 25 disisipkan pasal 24 A, 24 B, 24 C, dan 24 D
sehingga keseluruhan Bab VII a berbunyi sebagai berikut :

Bab VIl a

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI BENGKULU

Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 24 A

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu merupakan
bagian dari satuan perangkat daerah (SKPD), secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korpri
Provinsi Bengkulu dan secara teknis administratif bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Sekretariat Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang
Sekretaris.






